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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

JI. Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kec. Kota Kefamenanu - TTU

Laman

: imortengahutara.bawaslu.go.id

Email :bawasluttu@gmail.com

Nomor : 226/PM.00.01/K.NT.20/11/2024 Kefamenanu, 09 November 2024
Sifat . Penting

Lampiran -

Hal . Instruksi

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan

Se-Kabupaten Timor Tengah Utara
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil
Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024
Tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024,
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota;

Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2024
Tentang ldentifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran
Pemilihan, Dan Persiapan Pengawasan Subtahapan Penyusunan Daftar
Pemilih Pindahan Dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil
Wali Kota Tahun 2024;

Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2024
Tentang ldentifikasi Potensi TPS Rawan pada Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024



B. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyusunan dan akurasi
Daftar Pemilih pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024, maka diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan
Panwaslu Kelurahan/Desa hal-hal sebagai berikut:

1.

Sehubungan dengan Surat Ketua KPU Provinsi NTT nomor: 1294/PL.02.1-

SD/53/2024 Tanggal 5 November 2024, disampaikan bahwa KPU

Kabupaten/Kota melaksanakan pelayanan pemilih pindahan sampai dengan

paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara untuk alasan

sebagai berikut:

a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;

b. menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga
yang mendampingi;

c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga
pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman
penjara atau kurungan;

d. tertimpa bencana alam

Pengawas TPS yang terdaftar di DPT namun pada hari pemungutan suara

akan bertugas di tempat lain agar segera mengurus pindah memilih paling

lambat tanggal 20 November 2024,

Melakukan koordinasi dengan PPK berkaitan penyusunan DPTb dengan

melakukan penyandingan data hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan

dengan data DPTb milik PPK untuk memastikan akurasi dan validitas data
hasil pengawasan,;

Melakukan koordinasi kepada pemerintah Kecamatan, dinas terkait,

pemantau Pemilu, kelompok penyandang disabilitas, masyarakat hukum

adat, perusahaan/perkebunan,RT/RW, Kader Pemberdayaan Kesejahteraan

Keluarga (PKK) dan pihak terkait lainnya dalam rangka memastikan

penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum

terdaftar ke dalam DPT agar diakomodasi ke dalam DPK;

Melakukan pengawasan terhadap perubahan data pemilih pasca

penetapan DPT dan melaporkan hasil pengawasan dimaksud ke Bawaslu

Kabupaten Timor Tengah Utara;

C. Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 112 Tahun 2024 Tentang
Identifikasi Potensi TPS Rawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka
diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1.
2

Pengawas Pemilihan melakukan identifikasi potensi TPS rawan;

Bahwa TPS rawan adalah TPS yang di dalamnya terdapat hal-hal yang

berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilihan yang

demokratis;

Bahwa basis data yang digunakan dalam melakukan identifikasi dan

menyusun peta TPS rawan ini adalah data faktual berupa:

a. Hasil pengawasan yang terjadi selama tahapan kampanye, pemutakhiran
data dan penyusunan daftar pemilih (DPT, DPTb, DPK), distribusi
logistik pemilihan dan persiapan pemungutan dan penghitungan suara
pada Pemilihan 2024 dengan basis lokasi TPS; dan

b. Catatan pelaksanan pengawasan berbasis TPS pada pelaksanaan
penyelenggaraan Pemilu sebelumnya;

Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu Kecamatan melaksanakan tugas

sesuai dengan peran dan kewenangannya masing-masing antara lain:

a. Panwaslu Kelurahan/Desa
1) Bertanggung jawab terhadap data dan informasi terkait TPS rawan di

lingkungan desa/kelurahan;

2) Berkoordinasi dengan pengawas TPS untuk membantu
mengidentifikasi dan mengumpulkan data serta informasi tentang
TPS rawan;

3) Melakukan pengisian formulir manual TPS rawan; dan

4) Menyampaikan hasil pengisian formulir manual TPS rawan seluruh



TPS di wilayah desal/kelurahan kepada Pengawas Pemilihan
Kecamatan.
b. Panwaslu Kecamatan

1) Bertanggung jawab terhadap proses verifikasi data dan informasi
di lingkungan kecamatan;

2) Memastikan setiap Pengawas Kelurahan/Desa melaksanakan
pengisian formulir manual TPS rawan;

3) Menerima hasil pengisian formulir manual TPS rawan di seluruh
Kelurahan/Desa di wilayah kerja Kecamatan; dan

4) Mengisi Formulir Rekapitulasi Online berdasarkan hasil formulir
manual TPS rawan yang diisi oleh Pengawas Kelurahan/Desa
pengisian formulir online dapat dilakukan secara bersama-sama
(lebih dari 1 orang).

5. Pengumpulan data pemetaan TPS rawan dan rekapitulasi dilakukan paling
lambat pada tanggal 09 November 2024 untuk Pengawas Desa/Kelurahan,
tanggal 11 November 2024 untuk Panwaslu Kecamatan melalui tautan:
https.//bit.ly/TPSrawanTTU

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerja sama yang baik
diucapkan terima kasih.

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT, di Kupang;
2. Pertinggal



